BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal dari reformasi
hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang yang terakhir
diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 dan Nomor 33 Tahun 2014 ini
mengatur tentang pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan sistem
desentralisasi, yakni penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah.

Salah satu tujuan utama penyerahan kekuasaaan kepada pemerintah daerah
menurut Marfiana&Kurniasih (2013:1) adalah agar kelak pemerintah daerah dapat
membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik dengan pengelolaan
keuangannya sendiri. Selain dalam segi keuangan, pemberian otonomi daerah juga
bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, keadilan, dan keistimewaan daerahnya masing-masing serta
menghindari terjadinya pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan
suatu daerah. Pemberian kekuasaan pada pemerintah daerah memungkinkan
berlangsungnya penyelenggaran pemerintah yang responsif terhadap kepentingan
masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang
taat pada asas pertanggungjawaban publik (Haris, 2007:10).

Sejalan dengan pelaksanaan sistem desentralisasi dimana pemerintah
daerah diberi kekuasaan untuk membuat kebijakan di bidang politik dan
administratif, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan tata
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kepemerintahan yang baik atau good governance. Soeprapto (2006:6)
mengemukakan bahwa desentralisasi merupakan basis bagi terciptanya good
governance. Konsep good governance ini mulai masuk ke Indonesia pada akhir
tahun 1990-an oleh lembaga donor dunia seperti Bank Dunia dan International
Monetary Fund (IMF). Dengan pelaksanaan desentralisasi, good governance yang
elemen utamanya adalah partisipasi masyarakat dapat diwujudkan, dan apabila
good governance terwujud maka akan tumbuh rasa percaya masyarakat pada
pemerintah.

Unsur-unsur pokok dalam melaksanakan good governance menurut
Afriyanti et. al. (2015:24) adalah kesetaraan, transparansi, tanggung jawab dan
akuntabilitas. Jika pemerintah ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik, maka hal vyang terpenting adalah pemerintah harus dapat
mempertanggungjawabkan dan menginformasikan seluruh kegiatan pemerintahan
dan hasilnya, serta penggunaan anggaran kepada seluruh masyarakat. Untuk itu
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan telah
disahkan sangat diperlukan agar penyelengaraan pemerintah dan pembangunan
berlangsung secara berdaya guna, bertanggung jawab serta bebas dari budaya
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya pemerintah yang berhasil
menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik akan dapat mewujudkan
aspirasi masyarakat guna mencapai cita-cita bangsa dan negara.

Salah satu unsur dan indikator good governance yang utama adalah
akuntabilitas, yang dalam arti sederhana berarti pertanggungjawaban. Budiarjo
dalam Setiawan (2012:4) mendefinisikan akuntabilitas sebagai
pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat atau kewenangan kepada pihak
yang memberi mandat tersebut. Dalam organisasi pemerintah pihak yang memberi
mandat adalah masyarakat, maka pemerintah harus mempertanggungjawabkan
seluruh kegiatannya baik dalam hal pelaksanaan program, pelayanan maupun
pengelolaan keuangannya kepada masyarakat.

Pendelegasian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah akan
menimbulkan konsekuensi yakni semakin tingginya tanggung jawab atas segala

keputusan yang dibuat. Sesuai pernyataan Mardiasmo dalam Herawaty (2011:32)
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bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban
melakukan dua jenis pertanggungjawaban, yakni pertanggungjawaban vertikal
kepada pemerintah pusat dan pertanggungjawaban horizontal kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Kedua jenis
pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting
dalam proses akuntabilitas. Akuntabilitas yang juga merupakan salah satu asas
dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
Undang No. 28 Tahun 1999 menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semakin tingginya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat ditanggapi
Pemerintah  dengan  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dalam  hal
pertanggungjawaban Pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, PP Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Berbagai peraturan
perundang-undangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas
publik yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Lebih lanjut
lagi, untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dan sebagai agenda pemerintah
dalam reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang
diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penrapan SAKIP tersebut
merupakan salah satu wujud nyata usaha untuk menciptakan pertanggungjawaban
pemerintah yang sistematis kepada masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah sendiri merupakan perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran
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dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara
periodik, maka SAKIP adalah suatu sistem untuk menghasilkan, mengukur dan
mengevaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tersebut. Setelah dijalankan selama
satu periode anggaran, SAKIP akan menghasilkan output berupa laporan bernama
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Setelah LAKIP
dibuat dan dilaporkan, selanjutnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan mengevaluasi dan memberi nilai kepada
setiap LAKIP Instansi Pemerintah yang selanjutnya akan menjadi peringkat
akuntabilitas pemerintah. Terdapat 7 kriteria peringkat yang dapat diberikan,
yakni: (1) AA berarti sangat memuaskan; (2) A berarti memuaskan; (3) BB berarti
sangat baik; (4) B berarti baik; (5) CC berarti cukup/memadai; (6) C berarti
kurang; (7) D berarti sangat kurang.

Berikut ini akan ditampilkan peringkat akuntabilitas kinerja pemerintah
berdasarkan nilai evaluasi LAKIP yang didapatkan Pemerintah Provinsi dalam
kurun waktu tahun 2012-2015:

Tabel 1.1
Nilai LAKIP Provinsi Tahun 2012-2015
Nilai Tahun
2012 2013 2014 2015

AA - - - -

A - - 2 2
BB - 2 3 7

B 6 7 5 8
CcC 19 19 19 13

C 8 5 4 4

D - - - -

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(data diolah)

Dari Tabel 1.1 sekilas terlihat adanya peningkatan nilai LAKIP yang
diterima Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2012 peringkat tertinggi yang didapat
oleh Pemerintah Provinsi adalah nilai B dan pada tahun 2015 peringkat tertinggi
yang diperoleh telah mencapai nilai A. Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN-RB Herry Yana Sutisna menyebutkan
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bahwa sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, target
pencapaian tingkat kinerja pemerintah yang baik adalah sebesar 80 persen pada
tahun 2014 (KOMPAS, 2012. https://nasional.kompas.com/read/2012/
02/22/02390796/Akuntabilitas.Kinerja.Jauh.dari.Target. Diakses tanggal 25
Desember 2017). Berdasarkan data pada tabel di atas pada tahun 2014 sebanyak
30,3 persen Pemerintah Provinsi mendapatkan nilai B (Baik) ke atas dan hingga
tahun 2015 hanya 50 persen provinsi yang berhasil mendapatkan nilai
akuntabilitas kinerja yang baik. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah
provinsi yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja baik masih jauh dari target
pemerintah.

Walaupun terlihat adanyak kecenderungan peningkatan nilai evaluasi
LAKIP, hingga tahun 2015 baru 2 Provinsi yang mendapatkan peringkat A dan
setengah dari jumlah Provinsi masih mendapatkan nilai dibawah B atau masih
mendapatkan nilai dibawah baik. Selain itu selama dilakukan evaluasi terhadap
LAKIP belum ada satupun provinsi yang mendapatkan nilai AA yang berarti
belum ada provinsi yang bisa mendapatkan hasil evaluasi yang sangat
memuaskan. Hasil evaluasi LAKIP ini bertujuan untuk mendorong perbaikan
kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah pusat maupun daerah dan melihat
komitmen instansi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel
serta berorientasi pada hasil, maka dari itu sangat penting agar akuntabilitas
kinerja pemerintah dapat selalu ditingkatkan.

Nilai evaluasi LAKIP ini menunjukkan keberhasilan penerapan SAKIP di
instansi pemerintah, tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dditetapkan
serta pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan pemerintahan selama satu
periode. Melihat jumlah provinsi dengan akuntabilitas kinerja baik yang masih
jauh dari target dan peringkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi yang rata-
rata masih mendapatkan peringkat CC dan C dapat disimpulkan bahwa
kemampuan Pemerintah dalam  mempertanggungjawabkan pelaksanaan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah. Selain itu hal
tersebut juga menunjukkan usaha untuk meningkatkan hasil evaluasi akuntabilitas

kinerja yang belum maksimal. Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan
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mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat atas seluruh program yang
direncanakan dan diselenggarakan oleh pemerintah. Melihat tingkat akuntabilitas
kinerja yang masih rendah, maka akan sulit bagi Pemerintah Provinsi untuk
mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam kegiatan
pemerintahan.

Riantarno&Azlina  (2011:560) berpendapat bahwa akuntabilitas
merupakan cerminan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat. Nilai
evaluasi LAKIP Pemerintah Provinsi yang rata-rata masih menghasilkan
peringkat di bawah baik menggambarkan bahwa pemerintah belum dapat
mencapai tingkat kesuksesan program maupun pelayanan pada masyarakat sesuai
dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam bidang ekonomi
Santoso&Pambelum (2008:15) meyakini perbaikan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi. Keadaan akuntabilitas
kinerja Pemerintah Provinsi yang masih relatif rendah akan sulit untuk menarik
para investor, padahal dengan banyaknya investasi yang masuk perbaikan

ekonomi daerah dan masyarakat akan semakin mudah diwujudkan.

B. Identifikasi Masalah

Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:2)
merupakan suatu kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab
serta menerangkan kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak untuk
meminta pertanggungjawaban. Sadjiarto (2000:138) mengungkapkan bahwa
akuntabilitas merupakan perwujudan good governance dimana pemerintah
dituntut untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan. Dari
pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penjelasan atas kinerja atau pencapaian
program pemerintah merupakan bagian penting dari akuntabilitas. Penelitian
manajemen publik menurut Boston&Gill dalam Christensen&Lagreid (2014:15)
didasari hubungan antara akuntabilitas dan kinerja, dimana kinerja yang baik akan
diikuti oleh akntabilitas manajerial yang baik pula. Untuk mengetahui Kkinerja
pemerintah maka diperlukan informasi mengenai kinerja pemerintah tersebut.

Zafra-gomez et.al (2009:153) berpendapat bahwa kinerja keuangan merupakan
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salah satu cara yang paling umum untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam
aktivitas pemerintahannya. Halim dalam Kusumaningrum (2010:3) secara ringkas
mengatakan akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan
atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Kinerja keuangan merupakan kemampuan untuk memenuhi
kewajiban dalam hal pengelolaan keuangan yang diketahui dengan memanfaatkan
informasi keuangan dan akuntansi. Hal-hal yang mendasari diperlukannya
informasi  mengenai kinerja keuangan menurut Guthrie&English dalam
Kloot&Martin (2000:232) diantaranya adalah tuntutan terhadap akuntabilitas
publik dan akuntabilitas manajerial.

Kurronman (2013:1) menyatakan bahwa Akuntabilitas meliputi
kemampuan menunjukkan bahwa uang publik dibelanjakan secara ekonomis,
efisien, dan efektif. Sadjiarto (2000:140) juga mengungkapkan bahwa dalam
penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui
tanpa memberikan publik informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber
daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Informasi mengenai
pengumpulan sumber dana serta penggunaannya dapat ditemukan dalam anggaran
daerah atau yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan informasi penggunaan sumber dana dapat ditemukan dalam laporan
keuangan, seperti diungkapkan Kusumaningrum (2010:4) bahwa Pengelolaan
pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak bisa lepas dari anggaran
pemerintah daerah hingga pelaporan anggaran.

Menurut Halim (2004:148) salah satu alat untuk menganalisis Kkinerja
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan
melakukan analisis rasio keuangan. Barnes dalam Cohen (2008:269) menyatakan
bahwa Financial ratios are used for all kinds of purposes, including the statutory
regulation of an entity’s performance yakni rasio keuangan dapat digunakan
untuk keperluan kinerja suatu organisasi. Analisis rasio keuangan ini diterapkan
pada laporan keuangan pemerintah dan dokumen APBD.

Analisis rasio keuangan menurut Widodo dalam Halim&Kusufi (2013:L-
5) terdiri dari:
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Rasio Kemandirian

Rasio Efektivitas

Rasio Efisiensi

Rasio Aktivitas

Rasio Pertumbuhan

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
Sedangkan analisis rasio keuangan dalam Faud (2013:536-537) terdiri
dari:

1. Rasio Kemandirian

2. Rasin Efektivitas

3. Rasio Aktivitas

4. Rasio Pengelolaan Belanja

5. Rasio Pertumbuhan

Broadbent (1995), Sinclair (1995) dan Guthrie&English (1997) mengungkapkan
bahwa pengukuran Kkinerja di organisasi pemerintah berhubungan dengan
akuntabilitas. Menurut Guthrie&English (1997:156) terdapat dua tujuan dalam

ogakrwdE

pengukuran kinerja keuangan yakni akuntabilitas publik dan akuntabilitas
manajerial dan tujuan ini selaras dengan penelitian-penelitian lain.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2010) terhadap
pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja
keuangan yang diukur dengan profitabilitas, capital structure dan rasio efisiensi
berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan akuntabilitas pemerintah.
selain itu penelitian yang dilakukan oleh Fontanella&Rossieta (2014) juga
menyatakan bahwa tingkat kemandirian dan akkuntabilitas berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian ini mengikuti penelitian Sari
(2010) dengan perbedaan rasio untuk mengukur kinerja keuangan yang digunakan
serta data akuntabilitas yang diambil dari peringkat LAKIP Provinsi. Untuk
pengukuran kinerja keuangan, rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah
rasio kemandirian, efektivitas, pengelolaan belanja dan aktivitas dimana. Rasio-
rasio tersebut merupakan rasio yang sering digunakan dan dapat menggambarkan
kinerja keuangan pemerintah seperti pada penelitian Faud (2013) serta
Dwijayanti&Rusherlistyanti (2013).

Berdasarkan penjelasan diatas, judul penelitian ini adalah “Hubungan
Kinerja Keuangan dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi di

Indonesia”.
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C.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan

identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1.

Bagaimana deskripsi kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio
kemandirian, rasio efektivitas. rasio pengelolaan belanja dan rasio aktivitas
pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2010-2015.

Bagaimana hubungan kemandirian dengan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Bagaimana hubungan efektivitas dengan akuntabilitas kinerja Pemerintah
Provinsi di Indonesia.

Bagaimana hubungan pengelolaan belanja dengan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Bagaimana hubungan aktivitas dengan akuntabilitas kinerja Pemerintah
Provinsi di Indonesia.

Bagaimana hubungan kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio
kemandirian, rasio fektivitas, rasio pengelolaan belanja dan rasio aktivitas
secara simultan dengan akuntabilitas Kkinerja Pemerintah Provinsi di

Indonesia.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mendeskripsikan kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio
kemandirian, rasio efektivitas, rasio pengelolaan belanja dan rasio aktivitas
pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2015.

Untuk mengetahui hubungan kemandirian dengan akuntabilitas Kkinerja
Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Untuk mengetahui hubungan efektivitas dengan akuntabilitas Kkinerja

Pemerintah Provinsi di Indonesia.

DYAH AYU RAMADHANI, 2018

HUBUNGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI
INDONESIA

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu



yaitu:

10

Untuk mengetahui hubungan pengelolaan belanja dengan akuntabilitas
kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Untuk mengetahui hubungan aktivitas dengan akuntabilitas Kkinerja
Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Untuk mengetahui hubungan kinerja keuangan yang diukur menggunakan
rasio kemandirian, rasio efektivitas. rasio pengelolaan belanja dan rasio
aktivitas secara simultan dengan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi

di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek,

. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan mengenai
akuntabilitas kinerja dan Kkinerja keuangan pemerintah daerah serta
memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah dunia
pendidikan. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk
penelitian selanjutnya yang mengambil tema tentang kinerja keuangan dan
akuntabilitas kinerja pemerintah.

Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan kepada
penulis dan pembaca tetapi juga dapat memberikan masukan terhadap
pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan, yakni seluruh Pemerintah
Provinsi di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi
akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pemerintahan Pemerintah Provinsi
serta menjadi acuan dalam usaha peningkatan kinerja keuangan
pemerintah serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia.
Selain itu informasi mengenai kinerja keuangan dapat digunakan oleh para

stakeholder untuk pengambilan berbagai keputusan.
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